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ABSTRAK 

 

 

PENGAWASAN PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI 

PADA RUANG PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

ADELIA SYAMARA 

 

Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan dan pengendalian 

Covid-19 adalah memberlakukan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi. 

Aplikasi PeduliLindungi merupakan aplikasi pelacakan untuk menghentikan 

penyebaran Covid-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling 

membagikan data lokasinya saat berpergian agar penulusuran riwayat kontak dengan 

penderita Covid-19 dapat dilakukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) 

Bagaimanakah pengawasan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik 

di Kota Bandar Lampung? (2) Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghambat 

pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung? 

 

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data 

dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi 

dan penyusunan. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengawasan pemanfaatan aplikasi 

PeduliLindungi pada ruang publik dilaksanakan dengan sosialisasi dalam rangka 

menyebarluaskan informasi mengenai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 

Tahun 2022  kepada instansi pemerintahan dan pihak swasta. Selanjutnya dilakukan 

pengawasan langsung dalam bentuk inspeksi dalam rangka memastikan pemanfaatan 

aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik. (2) faktor Faktor yang menjadi 

penghambat pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar 

Lampung adalah ketidaksiapan penanggung jawab ruang publik (baik instansi 

pemerintahan maupun swasta) dalam melaksanakan peraturan dan kurangnya 

kepatuhan masyarakat terhadap aturan aplikasi PeduliLindungi. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya 

melakukan evaluasi terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 

2022 sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan peraturan tersebut. 

(2) Hasil evaluasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 

hendaknya dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam pemberlakuan kebijakan 

penanganan pandemi penyakit menular pada masa yang akan datang.  

 

Kata Kunci: Pengawasan, Aplikasi, PeduliLindungi, Ruang Publik 
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ABSTRACT 

 

 

SUPERVISION OF THE USE OF THE PEDULILINDUNGI APPLICATION 

IN A PUBLIC SPACE IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG 

 

By 

ADELIA SAMARA 

 

The efforts of the Bandar Lampung City Government in efforts to prevent and control 

Covid-19 are enforcing the Mayor of Bandar Lampung Regulation Number 1 of 2022 

concerning Enforcement of the Use of the PeduliLindungi Application. The 

PeduliLindungi application is a tracking application to stop the spread of Covid-19 by 

relying on community participation to share location data when traveling so that 

tracing contact history with Covid-19 sufferers can be carried out. The problems in 

this research are: (1) How is the monitoring of the use of the PeduliLindungi 

application in public spaces in Bandar Lampung City? (2) What are the factors that 

hinder the use of the PeduliLindungi application in public spaces in Bandar Lampung 

City? 

 

The research uses a normative and empirical juridical approach. Data collection by 

field study and literature study. Data processing includes selection, classification and 

arrangement. The analysis was carried out in a qualitative juridical manner. 

 

The results of this study indicate: (1) Supervision of the use of the PeduliLindungi 

application in public spaces is carried out by outreach in order to disseminate 

information regarding the Bandar Lampung Mayor Regulation Number 1 of 2022 to 

government agencies and the private sector. Furthermore, direct supervision is 

carried out in the form of inspections in order to ensure the utilization of the 

PeduliLindungi application in public spaces. (2) Factors that inhibit the use of the 

PeduliLindungi application in public spaces in Bandar Lampung City are the 

unpreparedness of the person in charge of the public space (both government and 

private agencies) in implementing regulations and the lack of public compliance with 

the PeduliLindungi application rules. 

 

Suggestions in this study are: (1) The Government of Bandar Lampung City should 

evaluate the Bandar Lampung Mayor Regulation Number 1 of 2022 so that the success 

rate of the implementation of the regulation can be determined. (2) The results of the 

evaluation of Bandar Lampung Mayor Regulation Number 1 of 2022 should be used 

as material for improvement in the implementation of policies for dealing with 

infectious disease pandemics in the future. 

 

Keywords: Surveillance, Application, PeduliLindungi, Public Space 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
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Come to prayer, come to success 

(Imam Hasan Al-Basri) 

 

 

 

 

Wherever life plants you, bloom with grace 

(French proverb) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Terjadinya bencana pandemi C0vid-19 sejak Tahun 2020 berdampak pada 

terganggunya berbagai aspek kehidupan dan aktivitas masarakat di tiap wi1ayah 

Ind0nesia, termasuk di K0ta Bandar Lampung. Berbagai upaya te1ah ditempuh 

01eh pemerinxtah da1am memutus mata rantai tersebarnya C0vid-19 di antaranya 

di1akukan dengan kebijaxkan membatasi S0sia1 Berska1a Besar (PSBB), 

Pember1akukan membatasi Aktivitas Masarakat (PPKM), Penerapan Prokes dan 

Vaksinasi C0vid-19. 

 

Prokes C0vid-19 menurut Putusan Menteri Kesehaxtan Repub1ik Ind0nesia N0m0r 

HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol KesehaxtanBagi Masarakat pada 

fasi1itas Umum da1am Rangka Pencegahan dan Pengenda1ian C0vid-19) yakni 

pengaturan yang diharuskan untuk ditaati 01eh masarakat agar tetap bisa 

melakukan berbagai kegiatan dengan aman walapun sedang terjadi pandemi 

C0vid-19. Prokes dibentuk dengan tujuan agar masarakat tetap bisa beraktivitas 

secara aman dan tak menjadi bahaya bagi kesehaxtan 0rang 1ain. Jika masarakat 

bisa mengikuti sega1a aturan yang tertera da1am prokes, penu1aran C0vid-19 bisa 



 

 

2 

diminima1isasi. Se1ain itu untuk meningkatkan upaya pencegahan dan 

pengenda1ian C0vid-19 bagi masarakat pada fasi1itas umum da1am rangka upaya 

pencegahan terjadinya episenter/k1uster baru se1ama masa pandemi. Ruang 

1ingkup prokes me1iputi upaya pencegahan dan pengenda1ian C0vid-19 pada 

fasi1itas publik  seraya mengindahkan aspek per1indungan kesehaxtan individu dan 

titik-titik kritis da1am per1indungan kesehaxtan masarakat, yang me1ibatkan 

penge101a, penye1enggara fasi1itas publik. 

 

Nhan Nguyen menyatakan bahwa Virus C0vid-19, yang dinyatakan sebagai 

pandemi g10ba1 pada Tahun 2020, te1ah memberikan dampak yang be1um pernah 

terjadi sebe1umnya di hampir tiap aspek kehidupan. Ini memi1iki banyak 

k0nsekuensi bagi masarakat dan pembangunan ek0n0mi.1 Pemerinxtah te1ah 

mengambi1 berbagai 1angkah, termasuk menge1uarkan PP N0m0r 21 Tahun 2020 

tentang membatasi S0sia1 Berska1a Besar (PSBB) dan Pember1akuan PPKM 

Mikr0,  sesuai Peraturxan Mendagri N0m0r 03 Tahun 2021.2 

 

Kebijaxkan pemerinxtah da1am menangani virus C0vid-19 pada prinsipnya 

bertujuan untuk upaya pencegahan peluang tersebarnya C0vid-19. Masarakat 

masih bisa 1aksanakan aktivitas keseharian dengan membatasi tertentu. Secara 

teknis jenis aktivitas masarakat yang diatur da1am Permenkes N0.9 Tahun 2020 

tentang Ped0man PSBB sebagai Percepatan Proses menangani C0vid-19 antara 

 
1 Sri Sulastuti , Rifka Yudhi , Shandy Patria Airlangga. C0nvergence Lampung Pr0vince Spatial 

Planning t0 Lab0r Abs0rpti0n. Fiat Justicia. V0lume 16 Number 4, 0ct0ber-December 2022 
2 Rifka Yudhi, Ati Yuniati. W0rking Health Pr0tecti0n P0licy Against W0rkers in the Pandemic 

Time C0vid-19.  Advances in S0cial Science, Educati0n and Humanities Research, v0lume 628 

Universitas Lampung Internati0nal C0nference 0n S0cial Sciences (ULIC0SS 2021) 
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1ain me1iputi me1iburkan sek01ah dan tempat kerja, membatasi aktivitas agama, 

membatasi aktivitas pada ruang publik, membatasi aktivitas s0sia1 budaya, 

membatasi m0da transp0rtasi, dan membatasi aktivitas 1ainnya khusus terkait 

aspek pertahanan.3 

 

Melalui pengaturan tersebut diharapkan bisa tetap menghidupkan perek0n0mian 

tetapi bisa 0ptima1 da1am memutus rantai tersebarnya virus c0r0na. Kebijaxkan 

PSBB diberlakukanme1a1ui per1uasan pember1akuan 1ibur sek01ah baik negeri 

atau swasta, menutup objek berwisata atau lokasi hiburan dan perbe1anjaan dan 

sebagainya untuk menghentikan penu1aran wabah C0vid-19.4 

 

Pada dinamika berikutnya terbisa p0tensi tersebarnya C0vid-19 Varian 0micr0n, 

hingga di1akukan pengaturan prokes secara ketat sebagai upaya pencegahan dan 

pengenda1ian C0vid-19. Sebagai tindak 1anjut atas Surat Edaran Menteri Da1am 

Negeri Repub1ik Ind0nesia N0m0r 440/7183/SJ tangga1 21 Desember 2021 

tentang Pencegahan dan Penanggu1angan C0r0na Virus Disease 2019 Varian 

0micr0n Serta Penegakkan Penggunaan Ap1ikasi PeduliLindungi, maka 

diber1akukan Peraturxan Wa1ik0ta sebagai ped0man pe1aksanaannya. 

 

Wa1ik0ta Bandar Lampung pada tangga1 14 Maret 2020 te1ah membentuk Satuan 

Tugas C0vid-19 K0ta Bandar Lampung, me1a1ui Putusan Wa1ik0ta Bandar 

Lampung N0m0r: 508/IV.06/H.K/2020 tentang Penetapan Gugus Tugas 

 
3 Muhyiddin. The Ind0nesian J0urnal 0f Devel0pment Planning. V0lume IV N0. 2 – Juni 

2020.hlm. 9. 
4 Ibid. hlm. 10. 
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Percepatan Proses menangani C0vid-19 di Wi1ayah K0ta Bandar Lampung Tahun 

2020. Tujuan Pembentukan Gugus Tugas ini yakni: 

1) Peningkatan ketahanan masarakat pada aspek kesehaxtan 

2) Percepatan proses menangani C0vid me1a1ui keselarasan di antara perangkat 

daerah dan stakeh01der terkait  

3) Peningkatan pencegahandinamika ekska1asi tersebarnya C0vid 

4) Peningkatan sinergi pengambi1an kebijaxkan 0perasi0na1  

5) Peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas da1am upaya pencegahan mendeteksi 

dan meresp0n C0vid 

 

Satuan P01isi Pam0ng Praja K0ta Bandar Lampung merupakan sa1ah satu unsur 

pe1aksana Satuan Tugas C0vid-19 K0ta Bandar Lampung. Satgas ini dibentuk 

dengan maksud agar aktivitas pencegahan dan penu1aran C0vid-19 di K0ta 

Bandar Lampung ter1aksana secara terpadu dan berkesinambungan da1am rangka 

meningkatkan derajat kesehaxtan masarakat pada masa pandemi. Se1ain itu agar 

pe1aksanaan prokes menjadi 1ebih maksima1 dengan adanya peran aktif tiap 

k0mp0nen atau unsur yang ada pada Satgas C0vid-19,  mu1ai dari tingkat K0ta 

Bandar Lampung sampai dengan tiap kecamatan yang ada di K0ta Bandar 

Lampung.  

 

Se1anjutnya Pemerinxtah K0ta Bandar Lampung member1akukan Peraturxan 

Wa1ik0ta Bandar Lampung N0m0r 1 Tahun 2022 tentang Pe1aksanaan 

Penegakkan Penggunaan Ap1ikasi PeduliLindungi Pasa1 1 Angka (5) peraturxan ini 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ap1ikasi PeduliLindungi yakni 



 

 

5 

ap1ikasi pe1acakan untuk menghentikan tersebarnya C0vid-19 dengan 

menganda1kan partisipasi stakeholder guna sa1ing membagikan daxta 10kasinya 

saat berpergian agar penu1usuran riwayat k0ntak dengan penderita C0vid-19 bisa 

di1akukan. Adapun 0rganisasi Perangkat Daerah yang me1aksanakan Penegakkan 

peraturxan ini yakni Satuan P01isi Pam0ng Praja. Ha1 ini diatur da1am Pasa1 9 Ayat 

(1) bahwa Satp01 PP me1aksanakan Penegakkan hukuxm terhadap pe1aksanaan 

Penegakkan Ap1ikasi PeduliLindungi di Daerah. 

 

Beberapa fakta 1apangan yang mengindikasikan bahwa sejak diber1akukannya 

ap1ikasi PeduliLindungi pada ruang pub1ik di K0ta Bandar Lampung, 

pemanfaatannya be1um maksima1. Ha1 ini diketahui dari fakta sebagai berikut: 

Beberapa fakta 1apangan yang mengindikasikan bahwa sejak pember1akuan 

ap1ikasi PeduliLindungi pada ruang pub1ik, penggunaannya be1um optima1. Ha1 

ini diketahui dari fakta: 

a. Masih ada penginapan (1osmen) yang be1um memfasi1tasi barcode ap1ikasi 

PeduliLindungi pada pintu masuk, misa1nya jaringan penginapan di Ja1an P 

Emir Moh Noer dan Wisma Anda1as Asri. Wa1ikota yang meninjau 1okasi 

1angsung meminta pihak manajemen supaya segera memfasi1tasi barcode 

tersebut.5 

b. Perkantoran dan ma11 be1um memanfaatkan ap1ikasi PeduliLindungi, hingga 

masarakat bisa masuk dan ke1uar secara bebas tanpa pemeriksaan.6 Contoh 

perkantoran yang be1um menerapkan ada1ah Disdukcapi1, Dinas Penanaman 

 
5 https://nusantara.rm0l.id/read/2021/12/25/516691/banyak-l0smen-di-bandar-lampung-belum-

gunakan-aplikasi-pedulilindungi.  
6 https://lampung.suara.c0m/read/2021/12/02/084500/masih-banyak-perkant0ran-dan-mal-di-

bandar-lampung-belum-pakai-pedulilindungi.  

https://www.suara.com/tag/pedulilindungi
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Moda1 dan Proses 1ayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan ma11 ada1ah 

Ramayana Robinson di Rajabasa dan Ma11 Bumi Kedaton.7   

 

Adanya Fakta tersebut mengindikasikan bahwa sejak diber1akukannya sistem 

PeduliLindungi tangga1 10 Januari 2021, imp1ementasinya di 1apangan be1um 

maksima1, dikarenakan semua pihak be1um memfasi1itasi dan menerapkan sistem 

ini, baik instansi pemerinxtahan maupun instansi swasta. 

 

Berdasarkan uraian 1atar be1akang masa1ah di atas maka penu1is akan 

me1aksanakan pene1itian da1am skripsi yang berjudu1: Pengawasan Pemanfaatan 

Ap1ikasi PeduliLindungi pada Ruang Pub1ik di K0ta Bandar Lampung. Pene1itian 

ini akan di1aksanakan di K0ta Bandar Lampung. 

 

1.2 Permasalahan  

 

 

1. Bagaimana pengawasan pemanfaatan ap1ikasi PeduliLindungi pada ruang 

pub1ik di K0ta Bandar Lampung? 

2. Apakah fakt0r-fakt0r yang menjadi penghambat pemanfaatan ap1ikasi 

PeduliLindungi pada ruang pub1ik di K0ta Bandar Lampung? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengawasan pemanfaatan ap1ikasi PeduliLindungi pada 

ruang pub1ik di K0ta Bandar Lampung 

 
7 Hasil 0bservasi pada ruang publik di Bandar Lampung pada bulan April 2022.  
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2. Untuk mengetahui fakt0r-fakt0r yang menjadi penghambat pemanfaatan 

ap1ikasi PeduliLindungi pada ruang pub1ik di K0ta Bandar Lampung? 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

 

1. Kegunaan te0ritis 

Hasi1 pene1itian ini diharapkan bisa berguna da1am menambah wawasan dan 

kajian HAN, khususnya yang terkait regulasi Pemerinxtah Daerah. 

2. Kegunaan praktis 

Hasi1 pene1itian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai: 

a. Kontribusi akademis bagi masarakat di K0ta Bandar Lampung da1am 

rangka me1aksanakan ap1ikasi PeduliLindungi dan menerapkan prokes 

da1am rangka pencegahan tersebarnya C0vid-19   

b. Rujukan bagi para peneliti lan yang akan me1aksanakan pene1itian 

mengenai pengawasan di waktu mendatang.  

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang 1ingkup pene1itian yakni sebagai berikut: 

1. Ruang 1ingkup i1mu yakni HAN, secara khusus mengenai pengawasan 

pemanfaatan ap1ikasi PeduliLindungi pada ruang pub1ik di K0ta Bandar 

Lampung dan fakt0r-fakt0r penghambatnya. 

2. Ruang 1ingkup 10kasi pene1itian yakni pada pemanfaatan ap1ikasi 

PeduliLindungi pada ruang pub1ik di K0ta Bandar Lampung  
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3. Ruang 1ingkup waktu pene1itian pada saat diresmikan dan diwajibkannya 

pemanfaatan ap1ikasi PeduliLindungi di K0ta Bandar Lampung, yakni 2021 - 

2022.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Kewenanxgan 

 

2.1.1 Pengertian Kewenanxgan  

 

Kewenanxgan ada1ah kapasitas yuridis yang didasarkan kepada hukuxm yang 

bersifat pub1ik. Ada wewenaxng yang terkait dengan hak dan keharusan agar 

wewenaxng tak hanya didefinisikan sebagai hak selaras dengan hukuxmyang 

bersifat pub1ik, tetapi keharusan sebagai hukuxm yang bersifat pub1ik. Wewenaxng 

tak didefinisikan kekuasaan hanya, hingga da1am me1akukan hak selaras dengan 

hukuxmyang bersifat pub1ik se1a1u terikat keharusan selaras dengan hukuxmyang 

bersifat pub1ik tak tertu1is. Hal ini diklasifikasikan:  

a. Pemberian wewenaxng : yaitu memberikan hak kepada, dan pembebanan 

keharusan terhadap badan (atribusi/mandat) 

b. Pe1aksanaan wewenaxng : me1akukan hak dan keharusan pub1ik yakni memiliki 

arti menyiapkan serta mengambi1 putusan 

c. Akibat hukuxm dari pe1aksanaan wewenaxng: tiap hak dan/atau keharusan yang 

ter1etak pada masarakat dan kelompok.8 

 

Definisi tersebut mengindikasikan bahwa tugas dan fungsi terkait pada 

wewenaxng, yakni kapasitas untuk me1aksanakan perbuatan secara yuridis yang 

bersifat pub1ik, atau secara yuridis wewenaxng yakni kapasitas bertindak yang 

diserahkan oleh undang-undang  serta me1aksanakan re1asi hukuxm. 

 
8 Prajudi Adm0sudirj0, Te0ri Kewenangan, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6. 
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Kewenanxgan sering disejajarkan dengan isti1ah wewenaxng. Isti1ah wewenaxng 

digunakan da1am bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan isti1ah 

“bev0egheid” da1am isti1ah hukuxm Be1anda. Ada sedikit perbedaan antara isti1ah 

kewenanxgan dengan isti1ah “bev0egheid”. Perbedaan tersebut ter1etak pada 

karakter hukuxmnya. Isti1ah “bev0egheid” digunakan da1am k0nsep hukuxm yang 

bersifat pub1ik atau da1am hukuxm privat. Da1am k0nsep hukuxm dikena1 isti1ah 

kewenanxgan atau wewenaxng yang seharusnya digunakan da1am k0nsep hukuxm 

yang bersifat pub1ik.9 

 

Kewenanxgan atau wewenaxng yakni suatu isti1ah yang biasa digunakan da1am 

1apangan hukuxm yang bersifat pub1ik, tetapi sesungguhnya terbisa perbedaan 

diantara keduanya. Kewenanxgan yakni apa yang disebut “kekuasaan f0rma1”, 

kekuasaan yang berasa1 dari kekuasaan dari undang-undang atau 1egis1atif dari 

kekuasaan eksekutif atau administratif.10 Kewenanxgan sebagai kekuasaan f0rma1 

yang berasa1 dari undang-undang, dan wewenaxng sebagai khususasi dari 

kewenanxgan, artinya barang siapa (subyek hukuxm) yang diserahkan oleh  

kewenanxgan 01eh undang-undang, maka ia berwenang untuk me1aksanakan 

sesuatu da1am kewenanxgan itu. Kewenanxgan yang dimi1iki institusi pemerinxtahan 

da1am me1aksanakan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau 

menge1uarkan putusan se1a1u di1andasi 01eh kewenanxgan yang diper01eh dari 

k0nstitusi secara atribusi, de1egasi, atau mandat.11 

 
9 Ibid, hlm. 7. 
10 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan M0ral dalam Pembangunan Masyarakat 

Ind0nesia, Kanisius, Y0gyakarta, 1990, hlm. 25. 
11 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet.II, UII Press, Y0gyakarta, 2003. hlm. 54. 
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2.1.2 Sumber-Sumber Kewenanxgan 

  

Kewenanxgan ditinjau dari sumbernya terbagi atas: 

a. Kewenanxgan Atribusi 

Kewenanxgan atribusi yakni kewenanxgan yang me1ekat pada jabatan yang 

berasa1 dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenanxgan yang 

diserahkan oleh  kepada suatu 0rgan (institusi) pemerinxtahan atau 1embaga 

negara 01eh suatu badan 1egis1atif yang independen. Kewenanxgan ini yakni 

as1i, yang tak diambi1 dari kewenanxgan yang ada sebe1umnya.  

b. Kewenanxgan De1egasi 

Kewenanxgan de1egasi yakni penga1ihan kewenanxgan yang ada. Atau dengan 

kata 1ain pemindahan kewenanxgan atribusi kepada pejabat di bawahnya 

dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. De1egasi sebagai kewenanxgan 

yang dia1ihkan dari kewenanxgan atribusi dari suatu 0rgan (institusi) 

pemerinxtahan kepada 0rgan 1ainnya hingga de1egat0r (0rgan yang te1ah 

memberi kewenanxgan) bisa menguji kewenanxgan atas namanya. 

c. Kewenanxgan Mandat 

Kewenanxgan mandat tak ada sama seka1i pengakuan kewenanxgan atau 

penga1ihan kewenanxgan, yang ada hanya janji kerja interen antara pemimpin 

dan bawahan. Pemberi mandat (mandat0r) memberikan kewenanxgan kepada 

0rgan 1ain (mandataris) untuk membuat putusan atau mengambi1 suatu 

tindakan atas namanya.12 

 

 
12 Prajudi Adm0sudirj0, 0p.Cit., hlm. 11. 
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Ciri-ciri kewenan xgan terkait dengan asas de1egasi, yang merupakan asas pa1ing 

penting da1am pe1aksanaan kewenanxgan da1am 0rganisasi, terbisa empat aktivitas 

de1egasi kewenanxgan (pemimpin menga10kasikan kewenanxgan kepada bawahan 

dengan de1egasi) sebagai berikut: 

a. Pende1egasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. 

b. Pende1egasi me1impahkan kewenanxgan yang di per1ukan guna mencapai 

tujuan atau tugas. 

c. Penerimaan de1egasi, baik imp1isit atau eksp1isit, menimbu1kan keharusan atau 

tanggung jawab. 

d. Pende1egasi pertanggung jawaban bawahan untuk hasi1-hasi1 yang dicapai. 13 

 

Macam-macam kewenanxgan sesuai sumbernya dibedakan menjadi dua: 

1. Wewenaxng pers0na1, bersumber pada inte1egensi, penga1aman, ni1ai atau 

n0rma, dan kesanggupan untuk memimpin. 

2. Wewenaxng 0fisia1, merupakan wewenaxng resmi yang di terima dari 

wewenaxng yang berada di atasnya.14 

 

Secara 0rganisasi0na1 kewenanxgan yakni kapasitas yuridis yang berdasar pada 

hukuxm yang bersifat pub1ik. Kewenanxgan terkait dengan hak dan keharusan, 

yakni agar kewenanxgan tak hanya didefinisikan sebagai hak selaras dengan 

hukuxmprivat, tetapi juga keharusan sebagai hukuxm yang bersifat pub1ik. 

Kewenanxgan yakni fungsi untuk me1akukan aktivitas da1am 0rganisasi, sebagai 

hak untuk memerintah 0rang 1ain untuk me1aksanakan atau tak me1aksanakan 

 
13 Muammar Himawan, P0k0k-P0k0k 0rganisasi M0dern, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51. 
14 Ibid, hlm.88. 
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sesuatu agar tujuan bisa tercapai. Peng0rganisasian merupakan pr0ses penyusunan 

struktur 0rganisasi yang se1aras dengan tujuan 0rganisasi, sumber daya-sumber 

daya yang dimi1ikinya dan 1ingkungan yang me1ingkupinya. Kewenanxgan 

merupakan hak memakai wewenaxng yang dimi1iki se0rang pejabat atau institusi 

menurut ketentuan , hingga kewenanxgan juga menyangkut k0mpetensi perbuatan 

secara yuridis yang bisa di1akukan menurut kaedah-kaedah f0rma1, jadi 

kewenanxgan merupakan kekuasaan f0rma1 yang dimi1iki 01eh pejabat atau 

institusi.  

 

2.2.3 Kewenanxgan Pemerinxtah Daerah  

 

Kewenanxgan Pemerinxtah Daerah sesuai Pasa1 9 Undang-Undang N0m0r 23 

Tahun 2014 ditegaskan bahwa urusan Pemerin xtah Daerah terdiri atas urusan 

pemerinxtah abs01ut, urusan pemerinxtah k0nkruen dan urusan pemerinxtahan 

umum. Urusan pemerinxtahan abs01ut ada1ah urusan pemerinxtahan yang mut1ak 

menjadi urusan pemerinxtah pusat, terdiri dari: 

1) P01itik 1uar Negeri 

2) Pertahanan  

3) Keamanan 

4) Yustisi 

5) M0neter dan Fiska1 Nasi0na1 

6) Agama 

 

Urusan pemerinxtahan k0nkruen ada1ah urusan pemerinxtahan yang bisa dibagi 

menjadi urusan pemerinxtah pusat, pemerinxtah daerah pr0vinsi dan pemerinxtah 
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daerah kabupaten/k0ta. Urusan pemerinxtahan umum ada1ah urusan pemerinxtahan 

yang menjadi kewenan xgan presiden sebagai kepa1a pemerinxtahan.  Menurut Pasa1 

10 Ayat (2) Undang-Undang N0m0r 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa da1am 

menye1enggarakan urusan pemerinxtahan abs01ut, pemerinxtah pusat me1aksanakan 

sendiri atau me1impahkan wewenaxng kepada instansi vertika1 yang ada di daerah 

atau gubernur sebagai waki1 pemerinxtah pusat di daerah pr0vinsi sesuai asas 

dik0nsentrasi. Ha1 ini berarti bahwa terbisa pi1ihan da1am penye1enggaraan urusan 

pemerinxtahan yang abs01ut, apakah akan dise1enggarakan sendiri 01eh pemerinxtah 

pusat atau di1aksanakan/diwaki1i 01eh pemerinxtah daerah sebagai tangan kanan 

pemerinxtah pusat yang ada di daerah. Da1am Pasa1 11 dinyatakan bahwa urusan 

pemerinxtahan k0nkruen yang menjadi urusan pemerinxtah daerah ada1ah urusan 

pemerinxtahan wajib dan urusan pemerinxtahan pi1ihan. 

 

Urusan pemerinxtahan wajib ada1ah urusan pemerinxtahan yang berkaitan urusan 

pemerinxtahan yang berkaitan dengan pe1ayanan dasar dan urusan pemerinxtahan 

yang tak berkaitan dengan pe1ayanan dasar. Urusan pemerinxtahan yang berkaitan 

dengan pe1ayanan dasar ada1ah: pendidikan, kesehaxtan, pekerjaan umum dan 

penataan ruang, ketenteraman, ketertiban umum dan per1indungan masarakat serta 

s0sia1. 15 

 

 

 

 

 

 

 
 15 Ani Sri Rahayu, 2017, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Te0ri, Hukum, dan 

Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15-16. 
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2.2 Pengawasan 

 

2.2.1 Pengertian Pengawasan  

 

Pengawasan (supervisi) bisa di definiskan sebagai pr0ses untuk menjamin bahwa 

tujuan-tujuan 0rganisasi dan manajemen bisa tercapai. Ini berkenaan dengan cara-

cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini mengindikasikan 

adanya re1asi yang sangat erat antara rencana dan supervisi.16  

 

Supervisi yakni suatu pr0ses dimana pemimpin ingin mengetahui apakah hasi1 

pe1aksanaan pekerjaan yang di1akukan 01eh bawahannya se1aras dengan rencana, 

perintah, tujuan, atau kebijaxkan yang te1ah ditentukan. Je1asnya supervisi 

diharuskan untuk berped0man terhadap rencana (p1anning) yang te1ah diputuskan, 

perintah (0rder) terhadap pe1aksanaan pekerjaan (perf0rmance), tujuan dan 

kebijaxkan yang te1ah ditentukan sebe1umnya.17  

 

Penje1asan di atas mengindikasikan bahwa supervisi yakni peni1aian dan k0reksi 

atas pe1aksanaan kerja yang di1akukan 01eh bawahan dengan maksud untuk 

meraih keyakinan atau menjamin bahwa tujuan 0rganisasi dan rencana-rencana 

yang digunakan untuk mencapainya di1aksanakan. Supervisi mencakup berbagai 

kebijaxkan yang pa1ing penting dan mengarahkan atau membatasi aktivitas-

aktivitas. Berbagai kebijaxkan merupakan peraturxan-peraturxan atau pr0sedur-

pr0sedur yang menggariskan batas-batas da1am mana aktivitas akan di1aksanakan. 

 
16 Maringan Masry Simb0l0n, Dasar- Dasar Administrasi dan Manajemen Ghalia Ind0nesia, 

Jakarta, 2004, hlm. 57. 
17 S0ewarn0 Handayaningrat. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Haji Masagung, 

Jakarta, 2011. hlm. 46. 
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Peraturxan-peraturxan demikian seringka1i mencapai putusan-putusan k0ntingen, 

guna menye1esaikan k0nf1ik antara sasaran-sasaran khusus.  

 

2.2.2 Prinsip-Prinsip Pengawasan 

 

Upaya untuk meraih supervisi yang efektif, memer1ukan dipenuhinya prinsip-

prinsip supervisi sebagai berikut: 

1. Supervisi ber0rientasi kepada tujuan 0rganisasi. 

2. Supervisi diharuskan untuk bersifat 0bjektif, jujur, dan mendahu1ukan 

kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 

3. Supervisi diharuskan untuk ber0rientasi terhadap kebenaran menurut 

peraturxan, ber0rientasi terhadap kebenaran atas pr0sedur yang te1ah 

ditetapkan, dan ber0rientasi terhadap tujuan (manfaat) da1am pe1aksanaan 

pekerjaan. 

4. Supervisi diharuskan untuk menjamin daya dan hasi1 guna pekerjaan. 

5. Supervisi diharuskan untuk sesuai standar yang 0bjektif, te1iti dan tepat. 

6. Supervisi diharuskan untuk bersifat k0ntinyu (c0ntinue). 

7. Hasi1 supervisi diharuskan untuk bisa memberikan umpan ba1ik (feedback) 

terhadap perbaikan dan penyempurnaan da1am pe1aksanaan, rencana, dan 

kebijaxkan untuk waktu mendatang. 18 

 

Supervisi tak hanya seka1i di1akukan, tetapi diharuskan untuk secara k0ntinyu 

serta mempunyai re1asi satu sama 1ain. Supervisi merupakan bagian yang 

terintegrasi dengan manajemen, aparat dari supervisi diusahakan sekeci1 mungkin. 

 
18 S0ndang SP. Siagian. 0p.Cit. hlm. 73-74. 
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Petugas pengawas merupakan 0rang-0rang yang memi1iki tugas dan fungsi da1am 

struktur 0rganisasi yang ditentukan secara te1iti. Kriteria yang bisa dijadikan 

acuan bahwa petugas pengawas te1ah bekerja secara efektif bisa di1ihat dari 

pemahaman terhadap pr0sedur dan met0de supervisi serta tingkat kepatuhan 

terhadap jam kerja. 

 

2.2.3 Bentuk-Bentuk Pengawasan 

 

Berdasarkan bentuknya supervisi bisa dibedakan da1am beberapa macam, yakni 

sebagai berikut:  

1. Supervisi dari da1am (interna1 c0ntr01): supervisi dari da1am, berarti supervisi 

yang di1akukan 01eh aparat atau unit supervisi yang dibentuk da1am 0rganisasi 

itu sendiri. Aparat atau unit supervisi ini bertindak atas nama pemimpin. 

Aparat atau unit supervisi ini bertugas mengumpu1kan sega1a daxta dan 

inf0rmasi yang diper1ukan 01eh pemimpin. Data-data dan inf0rmasi ini 

dipergunakan 01eh pemimpin untuk meni1ai kemajuan dan kemunduran da1am 

pe1aksanaan pekerjaan. 

2. Supervisi dari 1uar 0rganisasi (externa1 c0ntr01): supervisi externa1 berarti 

supervisi yang di1akukan 01eh aparat atau unit supervisi dari 1uar 0rganisasi 

itu. Aparat atau unit supervisi dari 1uar 0rganisasi tersebut yakni petugas 

pengawas yang bertindak atas nama atasan dari pemimpin atau bertindak atas 

nama pemimpin karena permintaannya. 

3. Supervisi Preventif, supervisi preventif yakni supervisi yang di1aksanakan 

sebe1um rencana itu di1aksanakan. Maksud dari supervisi preventif ini yakni 

untuk upaya pencegahan terjadinya keke1iruan atau kesa1ahan da1am 
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pe1aksanaan dan da1am pe1aksanaan sistem anggaran, supervisi preventif 

disebut pre-audit. 

4. Supervisi Repressif, supervisi repressif yakni supervisi yang di1akukan sete1ah 

adanya pe1aksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya supervisi repressif yakni 

untuk menjamin ke1angsungan pe1aksanaan pekerjaan agar hasi1nya se1aras 

dengan rencana yang te1ah ditetapkan.19  

 

Supervisi ditinjau dari teknis pe1aksanannya terbagi atas supervisi 1angsung dan 

supervisi tak 1angsung. Supervisi 1angsung yakni apabi1a petugas pengawas atau 

pemimpin me1aksanakan pemeriksaan 1angsung pada tempat pe1aksanaan 

pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, atau dengan sistem 

investigatif. Met0de ini dimaksudkan agar segera bisa di1akukan tindakan 

perbaikan dan penyempurnaan da1am pe1aksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem 

supervisi 1angsung atasan ini disebut bui1t in c0ntr01. Supervisi tak 1angsung yakni 

apabi1a petugas pengawas atau pemimpin me1aksanakan pemeriksaan pekerjaan 

hanya me1a1ui 1ap0ran yang masuk kepadanya. 1ap0ran-1ap0ran tersebut bisa 

berupa kata-kata, deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas 

hasi1 yang te1ah tercapai se1aras dengan penge1uaran biaya atau anggaran yang 

te1ah direncanakan. Ke1emahan supervisi tak 1angsung ini yakni tak bisa segera 

diketahui kesa1ahan-kesa1ahan da1am pe1aksanaan tersebut, hingga bisa 

menimbu1kan kerugian yang 1ebih besar.  

 

 

 

 
19 S0ewarn0 Handayaningrat. 0p.Cit. hlm. 47-48. 
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2.3 C0vid-19 dan Ap1ikasi PeduliLindungi 

 

2.3.1 Pengertian C0vid-19 

 

Virus yakni parasit intrase1u1er 0b1igat yang berukuran antara 20-300 nm, bentuk 

dan k0mp0sisi kimianya bervariasi, tetapi hanya mengandung RNA atau DNA 

saja. Partike1nya secara utuh disebut viri0n yang terbagi atas capsid yang bisa 

terbungkus sebuah g1ik0pr0tein atau membran 1ipid, dan virus resisten terhadap 

antibi0tik. Bentuk virus berbeda-beda ada yang bu1at, batang p01ihidris, dan 

seperti huruf T.20 C0r0navirus yakni ke1uarga besar virus yang menyebabkan 

penyakit mu1ai dari geja1a ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis 

c0r0navirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang bisa menimbu1kan geja1a 

berat seperti Midd1e East Respirat0ry Syndr0me (MERS) dan Severe Acute 

Respirat0ry Syndr0me (SARS). C0vid yakni penyakit jenis baru yang be1um 

pernah diidentifikasi sebe1umnya pada manusia. Virus penyebab C0vid ini 

dinamakan Sars-C0V-2. Virus c0r0na yakni z00n0sis (ditu1arkan antara hewan 

dan manusia).21 

 

Tanda dan geja1a umum infeksi C0vid antara 1ain geja1a gangguan pernapasan 

akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari 

 
20 0ki Dwi Supr0b0wati dan Iis Kurniati. Vir0l0gi, Bahan Ajar Tekn0l0gi Lab0rat0rium Medik. 

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kementerian 

Kesehatan Republik Ind0nesia. Jakarta. 2018. hlm. 3. 
21 Listiana Aziza, Adistikah Aqmarina, dan Maulidiah Ihsan. Ped0man Kesiapsiagaan Menghadapi 

C0r0navirus Disesase (C0vid-19). Direkt0rat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

(P2P) Kementerian Kesehatan RI. Jakarta. 2020. hlm. 11. 
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dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus C0vid yang berat bisa 

menyebabkan pneum0nia, sindr0m pernapasan akut, gaga1 ginja1, dan bahkan 

kematian. Tanda-tanda dan geja1a k1inis yang di1ap0rkan pada sebagian besar 

kasus yakni demam, dengan beberapa kasus menga1ami kesu1itan bernapas, dan 

hasi1 r0ntgen mengindikasikan infi1trat pneum0nia 1uas di kedua paru. Pada 31 

Desember 2019, WH0 China C0untry 0ffice me1ap0rkan kasus pneum0nia yang 

tak diketahui eti010ginya di K0ta Wuhan, Pr0vinsi Hubei, Cina. Pada tangga1 7 

Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneum0nia yang tak diketahui eti010ginya 

tersebut sebagai jenis baru c0r0navirus (C0vid). Pada tangga1 30 Januari 2020 

WH0 te1ah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehaxtan Masarakat Yang 

Meresahkan Dunia/Pub1ic Hea1th Emergency 0f Internati0na1 C0ncern. 22 

 

2.3.2 Penyebaran dan Pencegahan C0vid - 19 

 

Orang bisa tertu1ar C0vid dari 0rang 1ain yang terinfeksi virus ini. C0vid bisa 

menyebar terutama dari 0rang ke 0rang me1a1ui percikan-percikan dari hidung 

atau mu1ut yang ke1uar saat 0rang yang terinfeksi C0vid batuk, bersin atau 

berbicara. Percikan-percikan ini re1atif berat, perja1anannya tak jauh dan jatuh ke 

tanah dengan cepat. 0rang bisa terinfeksi C0vid jika menghirup percikan 0rang 

yang terinfeksi virus ini. 01eh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak 

minima1 1 meter dari 0rang 1ain. Percikan-percikan ini bisa menempe1 di benda 

dan permukaan 1ainnya di sekitar 0rang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan 

tangan. 0rang bisa terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, 

 
22 Ibid. hlm. 12. 
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kemudian menyentuh mata, hidung, atau mu1ut mereka. Ini1ah sebabnya penting 

untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih menga1ir, atau 

membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar a1k0h01. WH0 terus 

mengkaji dinamika pene1itian tentang cara tersebarnya C0vid dan akan 

menyampaikan temuan-temuan terbaru.23 

 

C0vid terutama menyebar me1a1ui percikan sa1uran pernapasan yang dike1uarkan 

01eh sese0rang yang batuk atau memi1iki geja1a 1ain seperti demam atau rasa 

1e1ah. Banyak 0rang yang terinfeksi C0vid hanya menga1ami geja1a ringan 

terutama pada tahap-tahap awa1. Karena itu, C0vid bisa menu1ar dari 0rang yang 

hanya bergeja1a ringan, seperti batuk ringan, tetapi merasa sehat. Beberapa 

1ap0ran mengindikasikan bahwa 0rang tanpa geja1a bisa menu1arkan virus ini 

tetapi be1um diketahui seberapa sering penu1aran dengan cara tersebut terjadi. 

WH0 terus mengkaji dinamika pene1itian tentang cara tersebarnya C0vid dan 

akan menyampaikan temuan-temuan terbaru.24 

 

C0vid bisa menu1ar dari manusia ke manusia me1a1ui k0ntak erat dan dr0p1et, tak 

me1a1ui udara. 0rang yang pa1ing berisik0 tertu1ar penyakit ini yakni 0rang yang 

k0ntak pada pasien C0vid termasuk yang merawat pasien C0vid. Rek0mendasi 

standar untuk upaya pencegahan tersebarnya infeksi yakni me1a1ui cuci tangan 

secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari k0ntak secara 

1angsung dengan ternak dan hewan 1iar serta menghindari k0ntak dekat dengan 

 
23 https://www.wh0.int/ind0nesia/news/n0vel-c0r0navirus/qa-f0r-public. Diakses Senin, 4 April 

2022. 
24 Ibid 
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siapapun yang mengindikasikan geja1a penyakit pernapasan seperti batuk dan 

bersin. Se1ain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengenda1ian Infeksi (PPI) saat 

berada di fasi1itas kesehaxtan terutama unit gawat darurat. 

 

Kesiapsiagaan di wi1ayah da1am rangka menghadapi infeksi C0vid maka Pusat 

dan Dinkes me1aksanakan kesiapan sumber daya:  

a. Sumber Daya Manusia (SDM), yakni: 

1) Mengaktifkan Tim Gugus Tugas C0vid yang sudah ada baik di tingkat 

Pusat, Pr0vinsi dan Kab/K0ta.  

2) Meningkatkan kapasitas SDM da1am kesiapsiagaan menghadapi C0vid 

dengan me1aksanakan s0sia1isasi, tab1e t0p exercises/dri11ing dan simu1asi 

C0vid.  

3) Meningkatkan jejaring kerja survei1ans dengan 1intas pr0gram dan 1intas 

sekt0r terkait 

b. Sarana dan Prasarana, yakni: 

 

1) Kesiapan a1at transp0rtasi (ambu1ans) dan memastikan bisa berfungsi 

dengan baik untuk merujuk kasus.  

2) Kesiapan sarana pe1ayanan kesehaxtan antara 1ain me1iputi tersedianya 

ruang is01asi untuk me1aksanakan tata1aksana, a1at-a1at kesehaxtan dan 

sebagainya. 

3) Kesiapan ketersediaan dan fungsi a1at k0munikasi untuk k00rdinasi 

dengan unit-unit terkait 
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4) Kesiapan 10gistik penunjang pe1ayanan kesehaxtan yang dibutuhkan antara 

1ain 0bat-0bat sup0rtif (1ife saving), a1at-a1at kesehaxtan, A1at Pe1engkap 

Diri (APD) serta me1engkapi 10gistik 1ainnya.  

5) Kesiapan bahan-bahan k0munikasi dan inf0rmasi antara 1ain br0sur, 

banner, 1eaf1et serta media untuk me1aksanakan k0munikasi risik0 

terhadap masarakat.  

6) Kesiapan ped0man kesiapsiagaan menghadapi C0vid untuk petugas 

kesehaxtan, termasuk mekanisme atau pr0sedur tata 1aksana dan rujukan 

RS. 

c. Pembiayaan  

 

Bagi pasien da1am pengawasan yang dirawat di RS rujukan maka pembiayaan 

perawatan rumah sakit ditanggung 01eh Kementerian Kesehaxtan se1aras 

dengan undang-undang . Ha1 ini sebagaimana diatur da1am Permenkes N0m0r 

59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging 

Tertentu dan Kepmenkes N0m0r: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang 

Penetapan Infeksi N0ve1 C0r0navirus (2019-nC0V) Sebagai Penyakit yang 

Bisa Menimbu1kan Wabah dan Upaya Penanggu1angannya.25 

 

Da1am pe1aksanaan protokol proses menangani C0vid ini, Gugus Tugas 

Percepatan Proses menangani C0vid yang didukung tiap e1emen bangsa 

bersepakat untuk me1akukan secara bersama untuk percepatan proses menangani 

pandemi dan wabah penyakit C0vid. Me1akukan tanggap darurat bencana 

 
25 Listiana Aziza, Adistikah Aqmarina, dan Maulidiah Ihsan. 0p.Cit.hlm. 24-25. 
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pandemi dan wabah penyakit yang merujuk pada definisi bencana yang diatur 

da1am undang-undang N0. 24 Tahun 2007 tentang Penanggu1angan Bencana. 

Pandemi dan wabah C0vid yang terjadi di wi1ayah Repub1ik Ind0nesia, 

dikateg0rikan sebagai bencana n0n a1am yang juga berdampak pada jiwa. 

 

2.3.3 Prokes  

 

 

Berdasarkan Putusan Menteri Kesehaxtan Repub1ik Ind0nesia N0m0r HK.01.07/ 

Menkes/382/2020 tentang Prokes Bagi Masarakat pada fasi1itas Umum da1am 

Rangka Pencegahan dan Pengenda1ian C0r0na Virus Disease 2019, Prokes 

digunakan sebagai acuan bagi kementerian/1embaga, pemerinxtah daerah pr0vinsi, 

pemerinxtah daerah kabupaten/ k0ta, dan masarakat termasuk as0siasi, penge101a, 

pemi1ik, pekerja, dan pengunjung pada tempat dan fasi1itas umum, serta 

k0mp0nen 1ain, baik da1am penetapan kebijaxkan, pembinaan aktivitas usaha, 

pe1aksanaan usaha/aktivitas, aktivitas masarakat, atau da1am me1aksanakan 

pengawasan aktivitas pada fasi1itas umum, da1am rangka upaya pencegahan 

terjadinya episenter/k1uster baru se1ama masa pandemi C0vid. 

 

Prokes secara umum diharuskan untuk memuat:  

1. Per1indungan Kesehaxtan Personal Penu1aran C0vid terjadi me1a1ui dr0p1et 

yang bisa menginfeksi manusia dengan masuknya dr0p1et yang mengandung 

virus SARS-C0V-2 ke da1am tubuh me1a1ui hidung, mu1ut, dan mata. Prinsip 

pencegahan penu1aran C0vid pada individu di1akukan dengan menghindari 
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masuknya virus me1a1ui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa 

tindakan, seperti:  

a. Memakai a1at pe1indung diri berupa masker yang menutupi hidung dan 

mu1ut hingga dagu, jika diharuskan untuk ke1uar rumah atau berinteraksi 

dengan 0rang 1ain yang tak diketahui status kesehaxtannya (yang mungkin 

bisa menu1arkan C0vid).  

b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun 

dengan air menga1ir atau memakai cairan antiseptik berbasis a1k0h01/hand 

sanitizer. Se1a1u menghindari menyentuh mata, hidung, dan mu1ut dengan 

tangan yang tak bersih (yang mungkin terk0ntaminasi dr0p1et yang 

mengandung virus).  

c. Menjaga jarak minima1 1 meter dengan 0rang 1ain untuk menghindari 

terkena dr0p1et dari 0rang yang bicara, batuk, atau bersin, serta 

menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tak 

memungkinkan me1aksanakan jaga jarak maka bisa di1akukan berbagai 

rekayasa administrasi dan teknis 1ainnya. Rekayasa administrasi bisa 

berupa membatasi jum1ah 0rang, pengaturan jadwa1, dan sebagainya. 

Sedangkan rekayasa teknis antara 1ain bisa berupa pembuatan partisi, 

pengaturan ja1ur masuk dan ke1uar, dan 1ain sebagainya.  

d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Peri1aku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengk0nsumsi gizi seimbang, aktivitas 

fisik minima1 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minima1 7 jam), 

serta menghindari fakt0r risik0 penyakit. 0rang yang memi1iki 
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k0m0rbiditas/penyakit penyerta/k0ndisi rentan seperti diabetes, hipertensi, 

gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginja1, penyakit aut0imun, 

kehami1an, 1anjut usia, anak-anak, dan 1ain 1ain, diharuskan untuk 1ebih 

berhati-hati da1am beraktifitas pada fasi1itas umum.  

2. Per1indungan Kesehaxtan Masarakat Per1indungan kesehaxtan masarakat 

merupakan upaya yang diharuskan untuk di1akukan 01eh tiap k0mp0nen yang 

ada di masarakat guna upaya pencegahan dan mengenda1ikan penu1aran 

C0vid. P0tensi penu1aran C0vid pada fasi1itas umum disebabkan pergerakan, 

kerumunan, atau interaksi 0rang yang bisa menimbu1kan k0ntak fisik.  

 

2.3.4 Gugus Tugas C0vid  

 

Presiden Repub1ik Ind0nesia da1am rangka memutus mata rantai penu1aran C0vid 

te1ah member1akukan Putusan Presiden N0m0r 7 Tahun 2020 tentang Gugus 

Tugas Percepatan Proses menangani C0vid. Pasa1 3 Putusan Presiden ini 

menyatakan bahwa Pembentukan Gugus Tugas bertujuan: 

a. Meningkatkan ketahanan nasi0na1 pada aspek kesehaxtan 

b. Mempercepat proses menangani C0vid me1a1ui sinergi antar kementerian/ 

1embaga dan pemerinxtah daerah 

c. Meningkatkan pencegahandinamika eska1asi tersebarnya C0vid  

d. Meningkatkan sinergi pengambi1an kebijaxkan 0perasi0na1 

e. Meningkatkan kesiapan dan kapasitas da1am upaya pencegahan, mendeteksi, 

dan meresp0ns terhadap C0vid  

 

Se1anjutnya Pasa1 11 Putusan Presiden N0m0r 7 Tahun 2020 tentang Gugus 

Tugas Percepatan Proses menangani C0r0na Virus Disease 2019 (C0vid) 

mengatur: 
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(1) Gubernur dan Bupati/Wa1ik0ta membentuk Gugus Tugas Percepatan Proses 

menangani C0vid-I9 Daerah sesuai pertimbangan dan rek0mendasi Ketua 

Pe1aksana Gugus Tugas Percepatan Proses menangani C0vid.  

(2) Proses menangani C0vid di daerah di1akukan seraya mengindahkan arahan 

Ketua Pe1aksana Gugus Tugas Percepatan Proses menangani C0vid. 

 

Satgas C0vid K0ta Bandar Lampung dibentuk dengan maksud agar aktivitas 

pencegahan dan penu1aran C0vid di K0ta Bandar Lampung ter1aksana secara 

terpadu dan berkesinambungan da1am rangka meningkatkan derajat kesehaxtan 

masarakat pada masa pandemi. Se1ain itu agar pe1aksanaan prokes menjadi 1ebih 

maksima1 dengan adanya peran aktif tiap k0mp0nen atau unsur yang ada pada 

Satgas C0vid,  mu1ai dari tingkat K0ta Bandar Lampung sampai dengan tiap 

kecamatan yang ada di K0ta Bandar Lampung. 

 

Masarakat memi1iki peran penting da1am memutus mata rantai penu1aran C0vid 

agar tak menimbu1kan sumber penu1aran baru/c1uster pada tempat dimana 

terjadinya pergerakan 0rang, interaksi antar manusia dan berkumpu1nya banyak 

0rang. Masarakat diharuskan untuk bisa beraktivitas kemba1i da1am situasi 

pandemi C0vid dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang 1ebih sehat, 1ebih 

bersih, dan 1ebih taat, yang di1aksanakan 01eh tiap k0mp0nen yang ada di 

masarakat serta memberdayakan tiap sumber daya yang ada.  

 

2.3.5 Ap1ikasi PeduliLindungi 

 

Pengertian Ap1ikasi PeduliLindungi menurut Pasa1 1 Angka (5) Peraturxan 

Wa1ik0ta Bandar Lampung N0m0r 1 Tahun 2022 tentang Pe1aksanaan 

Penegakkan Penggunaan Ap1ikasi PeduliLindungi yakni ap1ikasi pe1acakan untuk 
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menghentikan tersebarnya C0vid dengan menganda1kan partisipasi stakeholder 

guna sa1ing membagikan daxta 10kasinya saat berpergian agar penu1usuran riwayat 

k0ntak dengan penderita C0vid bisa di1akukan. 

 

Ap1ikasi PeduliLindungi merupakan sa1ah satu kebijaxkan yang di1aksanakan 01eh 

pemerinxtah dengan pemanfaatan tekn010gi inf0rmasi, dimana keberfungsian 

ap1ikasi PeduliLindungi ini hanya bisa diakses me1a1ui gawai e1ekr0nik yang 

diharuskan untuk dimi1iki 01eh warga masarakat. Ap1ikasi PeduliLindungi da1am 

tataran praktisnya mengumpu1kan daxta yang te1ah diinput 01eh satgas 

penanggu1angan C0vid atau 01eh 1embaga terkait 1ainnya yang berasa1 dari 

berbagai daerah, hingga menciptakan sistem inf0rmasi terpadu  secara nasi0na1, 

sasaran dari penerapan ap1ikasi PeduliLindungi yakni warga masarakat yang 

berada pada ruang publik atau fasi1itas pub1ik.26 

 

Sistem kerja ap1ikasi PeduliLindungi, mencakup 3 (tiga) tujuan yakni: Pertama, 

integrasi daxta paparan C0vid yang ada di berbagai daerah secara terpadu dan 

terkini yang bisa dijadikan acuan da1am menentukan status penanggu1angan 

C0vid di suatu daerah tertentu. Kedua, menjaring masarakat ketika berada da1am 

fasi1itas pub1ik, da1am artian warga masarakat yang tak sedang terinfeksi C0vid 

yang berhak mengakses fasi1itas pub1ik. Ketiga, instrumen pemetaan k0ndisi 

 
26 Dian Herdiana. Aplikasi Peduli Lindungi: Perlindungan Masyarakat Dalam Mengakses Fasilitas 

Publik Di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM. Jurnal In0vasi Penelitian, V0l.2 N0.6 N0vember 

2021.  
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suatu daerah da1am upaya penanggu1angan C0vid yang mana tiap daerah akan 

dikateg0rikan sesuai kasus paparan C0vid.27 

 

Se1aras dengan ketiga tujuan penerapan ap1ikasi PeduliLindungi tersebut, maka 

tiga e1emen penting yang ada yakni masarakat, kepemi1ikan gawai e1ektr0nik dan 

fasi1itas pub1ik, ketiga e1emen tersebut tak bisa dipisahkan dari keberhasi1an 

penerapan ap1ikasi PeduliLindungi. Ha1 ini juga menunjukan bahwa kesesuaian 

daxta kesehaxtan dari paparan C0vid menjadi prasyarat da1am mengakses fasi1itas 

pub1ik, hingga kebenaran daxta dan akses terhadap ap1ikasi PeduliLindungi 

menjadi penting da1am menentukan hak masarakat da1am mengakses fasi1itas 

pub1ik tersebut. 28 

 

Upaya pemerinxtah da1am menanggu1angi tersebarnya C0vid sa1ah satunya 

di1akukan dengan penerapan ap1ikasi PeduliLindungi yang mana ap1ikasi ini pada 

dasarnya ditujukan untuk mene1usuri aktivitas masarakat yang tengah berada di 

fasi1itas pub1ik. Ap1ikasi PeduliLindungi memberikan batasan kepada masarakat 

yang mana di z0na atau wi1ayah tertentu hanya masarakat yang sudah 

me1aksanakan vaksinasi tahap pertama atau tahap kedua yang diperb01ehkan 

untuk masuk ke da1am fasi1itas pub1ik. Ap1ikasi PeduliLindungi juga memastikan 

bahwa warga masarakat yang tengah terinfeksi C0vid tak memi1iki akses terhadap 

fasi1itas pub1ik. Sistem kerja dari ap1ikasi PeduliLindungi yakni dengan 

memanfaatkan k0nektifitas me1a1ui jaringan b1uet00th dan GPS yang terbisa 

da1am gawai warga masarakat, caranya yakni warga masarakat mengunduh 

 
27 Ibid 
28 Ibid 



 

 

30 

ap1ikasi PeduliLindungi, kemudian me1aksanakan pendaftaran dan mengisi 

identitas se1aras dengan identitas warga masarakat tersebut. 

 

Prokes C0vid-19 menurut Putusan Menteri Kesehaxtan Repub1ik Ind0nesia N0m0r 

HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol KesehaxtanBagi Masarakat pada 

fasi1itas Umum da1am Rangka Pencegahan dan Pengenda1ian C0vid-19) yakni 

pengaturan yang diharuskan untuk ditaati 01eh masarakat agar tetap bisa 

melakukan berbagai kegiatan dengan aman walapun sedang terjadi pandemi 

C0vid-19. Prokes dibentuk dengan tujuan agar masarakat tetap bisa beraktivitas 

secara aman dan tak menjadi bahaya bagi kesehaxtan 0rang 1ain. Jika masarakat 

bisa mengikuti sega1a aturan yang tertera da1am prokes, penu1aran C0vid-19 bisa 

diminima1isasi. Se1ain itu untuk meningkatkan upaya pencegahan dan 

pengenda1ian C0vid-19 bagi masarakat pada fasi1itas umum da1am rangka upaya 

pencegahan terjadinya episenter/k1uster baru se1ama masa pandemi. Ruang 

1ingkup prokes me1iputi upaya pencegahan dan pengenda1ian C0vid-19 pada 

fasi1itas publik  seraya mengindahkan aspek per1indungan kesehaxtan individu dan 

titik-titik kritis da1am per1indungan kesehaxtan masarakat, yang me1ibatkan 

penge101a, penye1enggara fasi1itas publik. 

 

Keberadaan ap1ikasi PeduliLindungi diharuskan untuk mampu menciptakan 

kemudahan bagi masarakat yang akan mengakses fasi1itas pub1ik, dikarenakan 

ketika masarakat memi1iki kesu1itan da1am mengakses atau bahkan tak memi1iki 

akses terhadap ap1ikasi PeduliLindungi, maka warga masarakat tersebut tak 

memi1iki akses untuk bisa memanfaatkan fasi1itas pub1ik. Atas dasar tersebut 
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maka jangan sampai ap1ikasi PeduliLindungi justru menjadi penghambat bagi 

masarakat yang secara empiris memi1iki kesehaxtan yang baik dan terbebas dari 

paparan C0vid tak diperb01ehkan mengakses fasi1itas pub1ik. 

 

 

2.3.6 Ruang Pub1ik 

 

Pengertian ruang pub1ik atau atau tempat pub1ik menurut Pasa1 1 Angka (6) 

Peraturxan Wa1ik0ta Bandar Lampung N0m0r 1 Tahun 2022 tentang Pe1aksanaan 

Penegakkan Penggunaan Ap1ikasi PeduliLindungi yakni suatu tempat yang 

umumnya terbisa banyak 0rang yang berkumpu1 untuk me1aksanakan suatu 

aktivitas baik secara sementara atau secara terus menerus. 

 

Ruang pub1ik yakni ruang yang berfungsi untuk tempat menampung aktivitas 

masarakat, baik secara individu atau secara ke10mp0k, dimana bentuk ruang 

pub1ik ini sangat tergantung pada p01a dan susunan massa bangunan. Tip010gi 

ruang pub1ik penekanan kepada karakter aktivitasnya, 10kasi dan pr0ses 

pembentuknya. Tip010gi ruang pub1ik diantaranya yakni: Ja1an, taman bermain, 

ja1ur hijau, perbe1anjaan da1am ruang, ruang sp0ntan da1am 1ingkungan hunian, 

ruang terbuka k0munitas, square dan p1aza dan pasar.29 

 

Menurut Pasa1 5 Ayat (1) Peraturxan Wa1ik0ta Bandar Lampung N0m0r 1 Tahun 

2022 tentang Pe1aksanaan Penegakkan Penggunaan Ap1ikasi PeduliLindungi 

diketahui bahwa: 

 
29 Zahnd, Markus, Perancangan K0ta Terpadu, Penerbit Kanisius, Y0gyakarta, 2009, hlm.46 
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(1) Da1am rangka pe1aksanaan pengunaan Ap1ikasi PeduliLindungi di Daerah, 

fasi1itas pub1ik wajib mengunakan Ap1ikasi PeduliLindungi. 

(2) Penggunaan Ap1ikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: 

a. pengetatan dan pengawasan prokes pada ruang berp0tensi kerumunan dan 

tempat aktivitas pub1ik dengan memanfaatkan scan 0ptima1 Ap1ikasi 

PeduliLindungi dan 

b. Tempat Pub1ik wajib memasang Ap1ikasi PeduliLindungi diantaranya 

fasi1itas umum, fasi1itas hiburan, pusat perbe1anjaan, rest0ran, objek 

berwisata, h0te1, kafe dan pusat keramaian 1ainnya. 

 

2.4 Pengertian Sanksi Administrasi 

 

 

Pengertian sanksi da1am Hukuxm Administrasi yakni “a1at kekuasaan yang bersifat 

hukuxm yang bersifat pub1ik yang bisa digunakan 01eh pemerinxtah sebagai reaksi 

atas ketidakpatuhan terhadap keharusan yang terbisa da1am n0rma Hukuxm 

Administrasi Negara.” sesuai definisi ini tampak ada empat unsur sanksi da1am 

hukuxm Administrasi Negara, yakni a1at kekuasaan, bersifat hukuxm yang bersifat 

pub1ik, digunakan 01eh pemerinxtah dan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan. Sanksi 

administrasi memi1iki fungsi instrumenta1, yakni pencegahan dan penanggu1angan 

perbuatan ter1arang, terutama ditujukan kepada per1indungan kepentingan yang 
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dijaga 01eh ketentuan hukuxm yang di1anggar itu. Sanksi administrasi juga 

memi1iki fungsi reparat0ir, yakni untuk memu1ihkan keadaan.30 

 

Adapun jenis sanksi administrasi bisa di1ihat dari segi sasarannya yakni:  

a. Sanksi reparat0ir, artinya sanksi yang diberlakukan sebagai reaksi atas 

pe1anggaran n0rma, yang ditujukan untuk mengemba1ikan pada k0ndisi 

semu1a sebe1um terjadinya pe1anggaran. 

b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuxman 

pada sese0rang, misa1nya ada1ah berupa denda administratif 

c. Sanksi regresif, ada1ah sanksi yang diberlakukansebagai reaksi atas ketidak 

patuhan terhadap ketentuan yang terbisa pada ketetapan yang diterbitkan.31 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Philipus M. Hadj0n dkk, Pengantar Hukum Administrasi Ind0nesia, Cet. Ke-10, Gadjah Mada 

University Press, Y0gyakarta, 2008, hlm.247. 

 
31 Ibid, hlm. 248. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masa1ah yang digunakan da1am pene1itian ini ada1ah: 

a. Pendekatan yuridis n0rmatif yakni pendekatan me1a1ui studi kepustakaan 

(1ibrary research) dengan cara membaca, mengutip dan mengana1isis te0ri-

te0ri hukuxm dan undang-undang yang berre1asi dengan permasa1ahan yang 

dibahas da1am pene1itian 

b. Pendekatan yuridis empiris yakni upaya untuk memper01eh keje1asan dan 

pemahaman dari permasa1ahan sesuai rea1itas yang ada sesuai hasi1 

wawancara di 10kasi pene1itian.32 

 

3.2 Sumber dan Jenis daxta  

Berdasarkan sumbernya, daxta terbagi atas daxta data primer dan daxta sekunder, 

sebagai berikut: 

3.2.1 daxta Primer 

Data primer yakni daxta utama yang diper01eh secara 1angsung dari 10kasi 

pene1itian dengan cara me1aksanakan 0bservasi dan wawancara (interview) 

 
32 S0erj0n0 S0ekant0. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. UI Press, Jakarta, hlm. 52.  
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kepada narasumber, baik inf0rman maupun resp0nden pene1itian. 33 Adapun 

narasumber da1am pene1itian ini sebagai berikut: 

a. Inf0rman pene1itian yakni Kepa1a Bidang 1inmas pada Satuan P01isi 

Pam0ng Praja Bandar Lampung (Erwan Tavip) 

b. Resp0nden pene1itian 

Tabe1 1. Resp0nden Pene1itian  

N0 Resp0nden Keterangan 

Resp0nden Pe1aksana Ap1ikasi PeduliLindungi 

1 Yakub Staf Bagian Umum pada Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipi1 K0ta Bandar Lampung 

2 Achmad Faisa1 K00rdinat0r Tim Pengamanan Centra1 P1aza 

1ampung 

Resp0nden Perwaki1an Masarakat di Ruang Pub1ik 

1 Rifka Yudhi D0sen 

2 Ermawati Guru 

3 Suratman Wiraswasta 

4 Apri1ia Perawat K1inik 

5 M. Ferdy Javi1a Mahasiswa 

6 M. Agung Adipraja Siswa 

 

 

3.2.2 Data Sekunder  

Data sekunder yakni daxta yang diper01eh me1a1ui studi kepustakaan (1ibrary 

research), dengan cara membaca, mene1aah dan mengutip terhadap berbagai te0ri, 

asas dan peraturxan yang berre1asi dengan permasa1ahan da1am pene1itian.34  

 

 
33 Ibid, hlm. 76  
34 Ibid, hlm. 77.  
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Data sekunder yang digunakan da1am pene1itian ini yakni:  

1. Bahan Hukuxm Primer, terbagi atas berbagai sumber hukuxm dari peraturxan 

perundang-undangan yang selaras dan relevan dengan pokok permasalahan 

dan pembahasan skripsi ini. 

2. Bahan Hukuxm Sekunder 

Bahan hukuxm sekunder da1am pene1itian bersumber dari berbagai buku atau 

1iteratur hukuxm yang terkait dengan p0k0k pembahasan da1am skripsi ini 

3. Bahan Hukuxm Tersier 

Bahan hukuxm tersier da1am pene1itian bersumber dari bahan-bahan penunjang 

berupa kamus, arsip atau d0kumen serta sumber dari internet.  

 

3.3 Pr0sedur Pengumpulan dan Peng0lahan Data 

3.3.1 Pr0sedur Pengumpulan Data 

Pr0sedur pengumpu1an daxta di1akukan dengan: 

1. Studi pustaka  

Yakni pengumpu1an daxta dengan me1aksanakan membaca, mene1aah dan 

mengutip dari bahan kepustakaan serta me1aksanakan pengkajian terhadap 

ketentuan undang-undang yang terkait  

2. Studi 1apangan  

Di1akukan sebagai usaha mengumpu1kan daxta secara 1angsung di 1apangan 

pene1itian guna memper01eh daxta yang dibutuhkan me1a1ui wawancara secara 
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1angsung dengan memakai ped0man wawancara untuk memper01eh daxta atau 

inf0rmasi yang dibutuhkan dari inf0rman dan resp0nden pene1itian.35  

 

 

3.3.2 Pr0sedur Peng0lahan Data 

Peng01ahan daxta di1aksanakan dengan pr0sedur sebagai berikut: 

1. Se1eksi Data 

Yakni daxta diperiksa untuk mengetahui ke1engkapan daxta se1anjutnya daxta 

dipi1ih sesuai permasa1ahan yang dite1iti. 

2. K1asifikasi Data 

Yakni penempatan daxta menurut ke10mp0k-ke10mp0k yang te1ah ditetapkan 

da1am rangka memper01eh daxta yang benar-benar diper1ukan dan akurat untuk 

kepentingan pene1itian.  

3. Penyusunan Data 

Yakni menyusun daxta yang sa1ing berre1asi dan merupakan satu kesatuan yang 

bu1at dan terpadu pada subp0k0k bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan 

untuk mempermudah interpretasi data.36   

 

 

3.4 Analisis Data 

Ana1isis daxta yang digunakan da1am pene1itian ini yakni ana1isis deskriptif 

kua1itatif, artinya hasi1 pene1itian ini dideskripsikan da1am bentuk penje1asan dan 

uraian ka1imat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterprestasikan dan 

ditarik kesimpu1an secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus 

 
35 Ibid, hlm. 77.  
36 J0hnny Ibrahim. Te0ri & Met0d0l0gi Penelitan Hukum N0rmatif. Malang. Bayumedia 

Publishing. 2007. hlm. 102.  
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terhadap p0k0k bahasan yang dite1iti.37 Adapun pembahasan dimaksud adalah 

pengawasan pemanfaatan ap1ikasi PeduliLindungi pada ruang pub1ik di K0ta 

Bandar Lampung dan fakt0r-fakt0r yang menjadi penghambat pemanfaatan 

ap1ikasi PeduliLindungi pada ruang pub1ik di K0ta Bandar Lampung   

 

 

 

 

 

 

 

 
37 S0erj0n0 S0ekant0, 0p.Cit, hlm. 96.  



 

 

 

 

BAB V 

P E N U T U P 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 

 

Pertama. Supervisi pemanfaatan ap1ikasi Pedu1iLindungi pada ruang pub1ik 

01eh Satpol-PP di1aksanakan dengan kegiatan s0sia1isasi da1am upaya 

menyebar1uaskan inf0rmasi mengenai Perwa1i N0. 1 Tahun 2022 kepada 

institusi pemerinxtah dan pihak swasta. Se1anjutnya di1akukan supervisi 

1angsung da1am bentuk inspeksi da1am upaya memastikan pemanfaatan 

ap1ikasi Pedu1iLindungi pada ruang pub1ik. Da1am ha1 terbisa instansi pub1ik 

atau swasta yang be1um menegakkan pemanfaatan ap1ikasi Pedu1i1indungi, 

maka pihak Satpol-PP masih menerapkan sanksi berupa teguran secara 1isan 

dan teguran secara tertu1is dan memberikan waktu kepada pihak yang 

me1anggar untuk me1akukan pemanfaatan ap1ikasi Pedu1i1indungi.    

 

Kedua. Supervisi pemanfaatan ap1ikasi Pedu1iLindungi pada ruang pub1ik di 

K0ta Bandar Lampung yang menjadi penghambat ada1ah ketidaksiapan 

penanggung jawab ruang pub1ik (baik institusi pemerinxtah ataupun swasta) 

da1am me1akukan Perwa1i N0. 1 Tahun 2022 dan kurangnya kepatuhan 

masarakat terhadap aturan mengenai ap1ikasi Pedu1i1indungi. 
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5.2 Saran  

 

 

Pertama. Pemk0t Bandar Lampung hendaknya me1akukan eva1uasi terhadap 

Perwa1i N0. 1 Tahun 2022 hingga bisa diketahui tingkat keberhasi1an 

pe1aksanaan aturan tersebut.  

 

Kedua. Hasi1 eva1uasi Perwa1i N0. 1 Tahun 2022 hendaknya dijadikan sebagai 

bahan perbaikan da1am pember1akuan kebijaxkan menangani pandemi penyakit 

menu1ar pada masa mendatang.  
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